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Buku monograf ini membahas secara lebih mendalam mengenai
Peran E-government, Abnormal Accrual, Maturitas Sistem Pengendalian
Internal, dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan
Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. Buku ini merupakan
literatur review yang membahas secara mendalam mengenai fenomena,
definisi setiap variable yaitu E-government, Abnormal Accrual, Maturitas
Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, juga membahas pengukuran
variabel dan sumber data, selanjutnya memaparkan pengaruh
E-government, Abnormal Accrual, Maturitas Sistem Pengendalian
Internal, dan Transparansi terhadap Korupsi dan Kualitas Pelaporan
Keuangan, serta hasil riset sebelumnya terkait korupsi dan kualitas
pelaporan keuangan pada pemerintah daerah.
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BAB
KUALITAS PELAPORAN

KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

A. Fenomena/Permasalahan Kualitas Pelaporan Keuangan Pada
Pemerintah Daerah

Seluruh aspek perekonomian yang berkaitan dengan
layanan dan lembaga pemerintahan merupakan sektor publik.
Sektor publik adalah komponen yang berkaitan kuat dengan
pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, sektor
publik memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat seperti layanan publik yang
dimiliki pemerintah. Dalam keuangan pemerintah daerah
tentunya terikat erat dengan cara pengelolaan aset serta
pendapatan yang dimiliki oleh daerah yang diatur pada
peraturan, regulasi, maupun undang-undang yang berlaku
(Yulinchton et al., 2022).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk
mengatur stabilitas aktivitas pemerintahannya. Pemerintah
daerah perlu mengamati berbagai macam potensi maupun
permasalahan yang dialami oleh daerahnya. Selain itu,
pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab terhadap
masyarakat maupun lembaga terkait. Penguatan tuntutan atas
akuntabilitas serta transparansi atas seluruh lembaga publik
daerah merupakan bentuk perkembangan dari aktivitas sektor
publik di Indonesia. Akuntabilitas mengacu terhadap suatu
wujud kewajiban untuk bertanggung jawab atas keberhasilan
maupun kegagalan dari pengimplementasian tugas organisasi
guna mencapai tujuan atau sasaran yang sebelumnya sudah
ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban yang
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BAB KORUPSI PADA

PEMERINTAH
DAERAH

A. Fenomena / Permasalahan Korupsi Pada Pemerintah Daerah

Korupsi merupakan permasalahan fenomenal yang tidak
ada akhirnya dan selalu menjadi fokus perhatian bagi seluruh
negara di dunia (Lustrilanang et al., 2023). Hal ini disebabkan
oleh korupsi yang merupakan ancaman politik yang konstan
atas demokrasi dunia. Selain itu, kerugian yang diciptakan
adanya tindak korupsi merupakan permasalahan berat karena
dapat merugikan perekonomian negara yang berdampak buruk
bagi seluruh masyarakat Indonesia (Clark, 2017).
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Gambar 2. 1. Linechart Data CPI Indonesia Tahun 2012 - 2022
Sumber: Transparency International (2022)
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BAB

A.

24

E-GOVERNMENT

Fenomena/Permasalahan E-government Pada Pemerintah
Daerah

E-government merupakan elemen penting dalam
menjalankan sistem pemerintahan suatu negara sebagai salah
satu tolok ukur tata kelola negara yang baik (World Bank, 1996).
E-government dinilai mampu meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas sistem pemerintahan sehingga mampu menekan
asimetri informasi yang umum terjadi antara pemerintah dan
masyarakat (Castro & Lopes, 2022; Elbahnasawy, 2014; Silal et
al., 2023; Suardji, 2021). Pemerintah sebagai agent memiliki peran
menjalankan sistem pemerintahan dengan menggunakan
sumber daya yang berasal dari masyarakat sehingga perlu bagi
masyarakat sebagai principal untuk mengetahui bagaimana
sumber daya negara dikelola (Bergman & Lane, 1990).

Secara global, E-government dapat diukur dengan
menggunakan pengukuran dari World Bank. Indeks ini sudah
diinisiasi sejak tahun 2001 dengan menilai pengembangan E-
government dari tiga aspek berbeda, yaitu Human Capital, Online
Service, dan Infrastructure Telecommunication (World Bank, 2001).
Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN dengan E-
government yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian hasil
penilaian E-government Development Index (EGDI) oleh World
Bank sejak tahun 2012 - 2022.



BAB
ABNORMAL

ACCRUAL

A. Fenomena /Permasalahan Abnormal Accrual Pada Pemerintah
Daerah

Dalam 78 tahun masa pemerintahan Negara Republik
Indonesia, penerapan sistem akuntansi pada pemerintahan baru
dilaksanakan sejak tahun 2003 yang dimulai dengan
diterbitkannya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Peraturan ini mengharuskan presiden untuk menyampaikan
RUU terkait dengan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan
APBN kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan paling
lambat 6 bulan setelah tahun anggaran dan telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan. Penerapan sistem akuntansi pada
pemerintah ini terus berkembang seiring dengan berjalannya
waktu, hal ini dibuktikan dengan mulai bermunculannya
peraturan peraturan baru terkait dengan standar akuntansi
pemerintah seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
kemudian diganti menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang
SAP.

Kemunculan paradigma baru “New Public Management”
(NPM) telah merambah di banyak negara termasuki Indonesia
yang salah satunya ditandai dengan penerapan kebijakan
akuntansi akrual. Regulasi yang mendasari penggunaan
akuntansi berbasis akrual di Indonesia sendiri antara lain
terdpat pada UU nomor 32 tahun 2004, UU nomor 33 tahun 2004,
UU nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004, UU nomor 25
tahun 2004, dan UU nomor 15 tahun 2004, dan yan terbaru yaitu
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BAB MATURITAS SISTEM

PENGENDALIAN
INTERNAL

A. Fenomena / Permasalahan Maturitas Sistem Pengendalian
Internal Pada Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) bertanggung jawab untuk melaksanakan
fungsi pemerintah di tingkat daerah. Pemerintah daerah
dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dipimpin oleh kepala
daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada DPRD
sebagai lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat
daerah (Sunarso, 2023). Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah memiliki anggung
jawab untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada DPRD dan masyarakat sebagai
bentuk pertanggungjawaban. Pemerintah  daerah  dalam
melaksanakan pemerintahannya mencakup pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara
tertib, efisien dan efektif, ekonomis, terbuka, dan bertanggung
jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pemerintah daerah  sebagai  pihak  yang
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah
memiliki  kewajiban untuk menyusun laporan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam bentuk
laporan keuangan (Mahrus, 2021).
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BAB
TRANSPARANSI

A. Fenomena / Permasalahaan Transparansi Pada Pemerintah
Daerah
Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah
sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan
informasi terkait dengan aktivitas yang dilakukan pemerintah
dalam mengelola sumber daya publik kepadapihak-pihak yang
membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2005). Transparansi
menjadi salah satu asas yang harus dipenuhi oleh pemerintah
dikarenakan oleh tuntutan dari masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Timbulnya tuntutan
dari masyarakat yang semakin meningkat disebabkan oleh
perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta
ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi. Semakin
meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi
menyebabkan tantangan pemerintah semakin besar dalam
bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya daerahnya.
Selanjutnya Tjokromidjoyo (2003:123), menjelaskan
bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak
(yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik)
dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. Good Governance
tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup.
Oleh karena good governance tidak membolehkan cara-cara yang
tertutup, Gaffar (dalam Rosyada dkk 2003:184), mengemukakan
bahwa ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran
negara yang harus dilakukan secara transparans yaitu sebagai
berikut : 1)Penetapan posisi jabatan atau kedudukan; 2)
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KESIMPULAN

Korupsi masih menjadi permasalahan penting di Indonesia,
ditunjukkan dengan angka indeks persepsi korupsi dalam beberapa
tahun terakhir, dan beberapa bukti fakta lainnya. Literatur riset
sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan
merupakan faktor yang sangat penting dan berperan dalam
mengatasi korupsi. Demikian pula faktor lainnya seperti E-
government, Maturitas Sistem Pengendalian Internal, dan
Transparansi. Fenomena menunjukkan tingginya tingkat korupsi
yang terjadi di Indonesia yang mengalami peningkatan khususnya
di tahun 2022. Dengan adanya pengukuran-pengukuran korupsi
yang telah dijelaskan dalam buku ini akan membantu para peneliti
menganalisis dan mencari jalan keluar untuk dapat menekan dan
mengontrol tingkat korupsi di kemudian hari.

E-government merupakan implementasi sistem teknologi dan
komunikasi berbasis digital pada lembaga pemerintahan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah dalam
mengelola sumber daya. E-government diterapkan dengan tujuan
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat
menekan asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah sebagai
agent dan masyarakat sebagai principal. Pengembangan E-
government perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan tata kelola
negara dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sehingga
mampu menciptakan kontrol atas korupsi yang baik untuk
menekan tingkat korupsi dan mencegah terjadinya korupsi di
kemudian hari.

Penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini dilakukan
dengan tujuan untuk meningkatkan tranparansi, akuntabilitas, dan
nilai informasi atas peloparan keuangan pemerintah. Selain itu,
penerapan basis akrual pada pemerintah juga dapat membantu
pemerintah daerah untuk mengelola akun-akun akrual seperti
kerugian piutang, beban depresiasi/amortisasi, beban hutang dan
lainya agar menjadi lebih akuntabel dan transparan. Namun
keberadaan abnormal accrual ini tentunya dapat menjadi peluang
bagi pihak pemerintah daerah untuk mengelola angka-angka pada
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laporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil
dari pengambilan keputusan dan kerelevanan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan
SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Banyaknya kasus-kasus korupsi besar yang
diungkap oleh lembaga anti korupsi Indonesia yaitu Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi indikator pentingnya peran
SPIP dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah sebagai
bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan informasi terkait
dengan aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam mengelola
sumber daya publik kepadapihak-pihak yang membutuhkan
informasi. Tingkat transparansi data Indonesia masih tertinggal di
kawasan Asia Pasifik. Indikator keterbukaan data yang dikutip
Indeks Tata Kelola Sumber Daya 2017 menempatkan Indonesia di
bawah Australia, India, dan Filipina, hal ini dapat menyumbangkan
dampak negative pada tata kelola negara Indonesia. Literatur riset
sebelumnya menunjukkan pentingnya transparansi dalam
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi
korupsi pada pemerintah daerah.
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